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BUPATIMALUKUTENGAH

PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR &} TAHUN 2017

| TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRT NEGERI ATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : & bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 78

Mengingat

Peraturan Pemerintsh Nomer 43 Tshun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Normnor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana  ielah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubshan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraruran Pelaksanran lindang-Undang
Nemor © Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk
meningkatkan  kinerja Saniri  Negeri atav Badan
Permusyawaratan Negeri sebagai mitra kerja Pemnerintah
Negeri/Negeri Administratifl dalem melaksanakan tugas dan
fungsi &  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan, permberdayaan masyarakat. dan pembinaan
kemasyarakatan, perlu diberikan tunjangan atas beban
tugas dan tanggung jawabnya,

b, bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mencstapkan Peraturan Bupat! tentang
Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan  Fungs
Pimpinan dan Anggota Saniri  Negeri  atau  Badan
Permusyawaratan Negen di Kabupaten Maluku Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 dalam
wilzarah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Nepara Tahun 1958 Nomor 111 Tambazhan Lembaran
Negara Nomor 2643); '

2. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan MNegara  yang Bersih dan Bebas dan
Korapsi, HKolusi dan hepotisme (Lembaran Negaraz Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.  Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Lentang

F‘cmbcntu;an Prﬂvinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan



10,

11

12.

)

Kabupaten Maluku Tenggara Barat p. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara DBarat (Lembaran Megara Tahun 2000
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 lentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provins! Maluku {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4350,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuanpan Antara Pemerjntah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Normor 4438
Undang-tUndang Nomor 12 Tshun 2011 teniang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Noemar 3234,

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 54585),

Undang-Undeng Nomor 23 © Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negare'-Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembar:an Negara Nomor 35587)
sebagaimana telah diuban beberapa kali werakhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Deerah (Lembaren Negsra Tghun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
Peraturan Pernerintalh Nomor 13 Tahun 1979  centang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeralh Tingkat I
Ambon  [Lembaran Negara Tahun 1979  Nomeor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keunangan Daerah {Lembaran MNegara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578]; , :

Peralur:an  Pemernniah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Podoman Pembinaan dan Pengawasan Alas
Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah {Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593); |

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (eniang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer © Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tghun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5539)
sebagann ;s?-lah dinbah dengan Peraturan Pemerintah



Menetapkan

Momor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomer 137, Tambahan
Lembaran Ncpara NGmDES'P’l?],"

13. Peraturan Menteri Dalamn Negen Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 20035 '

14, Peraturan Menteri Tialam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembanpunan Desa {Berita Negara Tahun
2014 Nomor 2094); '

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tabupn 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Laoks! Berskala Desa (Berite Negara Tahun 2015 Nomor
158; '

16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerali {Ecrita
Negara Tahun 2015 Normoer 2026)%

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 110 Tehun 2018
tentang  Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Tahun 2017 Nomor 89

18 Peraturan Datrah Kabhupaten Maluku Tengah Nomor &
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkar
Deerah Kabupaten Maluku Tengah [Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 183);

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Meluku Tengah Nomor 05
Tahun - 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tshun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 184);

20, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penelapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan
vare menjadi kewenanpan Kabupaten Maluku Tengah
(Berita Daerah Tahun 2008 Normor 07},

21, Peraturan Bupati Mahiku Tengah Neomor 46 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016
Nomor 268];

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MALUKLTI TENWH TENTANG BESARAN
TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGS! PIMPINAN
DAN  ANGGOTA  SANIRI NEGERI  ATAU BADAN
PERMUSYAWARATAN NEGERI DI KABUPATEN MALUKU
TENGAH M
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

T
2
3.

Caerah adalah Daersh Kabuparen Maluku Tenpah.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dasgrah schapai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalulr Sekretaris
Dacrah, '

Negeri adalah kesatuan - masyarakat hukum adat yang
bersifat gensologis territorial yang memiliki batas wilayah,
berwenang mengatur dan FHCIEUNAG kepentingan
masyarakat setempat berdasarkalr hak asal usul dan adat
istiadat setermpat berada df Kabupaten Maluku Tengah
yang diakw dan dihormati dalam sistemrl Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.Negen Administratii adalah kesatuwan masyarakat hukum di

10.

11.

Luar Negeri geneclogis yang memiiki  wewenang
melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratil
sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan
yang herlz ki '
Pemerintzhan Negeri  adrlah  penyelenggaraan urusan
pemerintedhan oleh Pemeintah Negen dan Saniri Negen
dadam mengulur din mengurus Kepentingan masyarekat
sctempat berdasarkan hak asal usul dan adat stiadat
setempat dan  diakui don dihormal dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatvan Republik Indonesia.
Pemerintahan Negeri Adminiscratif adalah  penyelenggara
urusan pemerntahan oleh Pemerintah Negert dan Badan
Perrmusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat sesuai  ketentuan
perundang-undangan yang beriaku, diakw dan dihormati
dalam . sishm  Pemerntahan Negara Kesatuan Republik

[ndonesia.
Pemerirntah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan
Perangkat Pemerntah Megen sehagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Negeri,

Pemerintah Negeri Admimistratif adalah Kepala Pemerintah
Negeri Administiatifl dan  Perangkat Pemgrinlah  Negeri
Administrafif a:?agﬂi unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Neger.




12. Kepala Pemerntabh Megern adalah Pejabat Pemerintah Negeri
yang mempunyal wewenang, lugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangea  Negerinya  dan
melaksanakan tugas darm Pemerintah  dan  Pemerintah
Daerah.

13. ¥epala " Pemerintah Negeri Administrati{f adalah  Pejabat
Pemnerintah Neperi yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewapban untuk menyelenggarakan rmamah  tangga
Negerinya dan melaksanakan (ugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

14, Sanin Negen adalah  lembagajbadan  yang merupakan
perwujudan demokras: dalarm penyelenggaraan
Pemerintahan Negeri dan sebagal unsur penyelengeara
pemerintahan  negeri, berfungsi sebagai badan legislatl
yang bergamg-sama kepald pemepnntal negerl membentuk
Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari
kepala pemerintah Neger serta merupakan badan yang
mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin
Negeri, sesiai tugas dan wewenang vang dimilikinya

15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah |embaga yang
merupakan perwujudan demokresi dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang dibenluk dilingkal pemerntahan Negeri
administratif dan mecrupakan  unsur  penyelenggara
Pemerintahan Nepori Administratf,

16, Tunjangsn adaleh kompgnsasi tambahan yang diterima
setiap bulan aoleh pimpinan dan -anggota Saniri Negeri atau
Badan Permusyawaratan Negerm yang ditetapkan setiap
tahun dalam  Anggarsn  Pendspatan dan  Belanja
Negeri/Negeri Administratif

17, Alpkasi Dana Negeri/Negeri Adminisiratil adalegh dana
perimbangan  yang <iterima  oléh  kabupatenfkota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18, Anpgaran  Pendapatan dan  Belangas Negeri/ Negeri
Administratlf, vyang selanjutnya  disingkat APB  Negen,
adalah Rencana Keuangan Tahunan  Pemerintahan
Negerif Negeri Administratil, '

BAB 1
BESARAN TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 2
{i, Pimpinan dan anggota Saniri Negeri  atau  Badan
Permusyawaratan Negeri schagai mitra kerja Pemerintah
Negeri berhak untuk memperoleh {unjangan atas beban
pekerjaan, tugas dan fungsi dalam mengawasi kinerja

Pemerinta h;(g_::r[ di bidang penyelengearaan




{2)

&

)

(3}

©)

Pemerintahan, Pembangunan_ ‘Pemherdayaan Masyarakat
dan Pernbinaan Kemasyarakatan.

Tunjangan bagi pimpinan dan anggota Sanirl Negen atau
Badan Perrmmusyawaratan Negeri diperoleh dan Alokasi Dana
NegerifNegeri  Administratil yang diterima  oleh masing-
masing NegerifNegeri Administratil dan dianggarkan dalam
Angparan Pendapatan dan Belana Negerif/Negeri
Administrabif.

Pimpinan dan anggota Sanirif Negeri atan  Badan
Permusyawaratan Negeri yang berhak menerima tunjengan
adalah Pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Dadan
Permusyawaratan Negen vang dingkat dan telah dilantik
oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas
dan [ungsinya,

Pimpinan dan anggota  Sarirp Negeri ataut Badan
Permusyawaratan Negeri  sebggaimana dimaksud dalam
ayar (3) terdiri dari:

a Ketua Saniri Negeri atau BPN,

b Waldl Ketua Baniri Negeri atau BPN;

c. Anggota Saniri Negeri aiau BPN;

d. Sckretaris Saniri Negeri atau BPN; ‘

Besaran tunjangan begi pimpinan dan anggots Saniri
Neperi atau Bedan Permusyawaratan Negen disesuaikan
dengan keuangan négerl, jumlah keanggotaan Sanird Negeri
atau Badan Permusyawaratan Negerni dan beban pekerjaan
atas Tuges dan tanggungawabnya,

Begaran tunjangan sebagalmana di maksud pada ayal (5) d
bayarken setiep bulan untuk masng- masing scbesar ;

g, Ketua Saniri Negeri atau Brv : Rp 500.000
b,  Wakil Ketua Saniri Negeri atauw BPN Rp 450.000
c  Anggota Sanm Negerl atan BPN : Rp 330.000
d. Sekretaris Samirn Neger: atau BPN Rp 200.000

EBAE il
PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGST PIMPINAN DAN ANGGOTA

SANIRI NEGERI ATAL BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

(1)

Pasal 3
Tunjangan pelaksanaan lugas dan fungsi pimpinan dan
angepota Saniri Megeri atau Badan Permmusyawaratan MNegeri
diperoich selama 12 jdua belas) bulan yang dibayarkan
setiap bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai

dengan }9 D;:;mber tahun berjalan.




(2] Pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota Sanin Negerl
alau  Badan  Pemmusyawaratan Negerd  scbagaimana
dimak sud pada ayat [1.} dianggarkan dalam
APBNegerifNegeri Administratif masing-masing pada kode
rekening 2.1.1.1 Belanja Pegawai.

Pagsal 4

(1] Pembayaran tunjangan pimpmman dan anggota Samn Negen
atan DBadan Permusyvawaratan WNegeri dilakukan bagi
pimpinan dan anggota  Saniri Negeri #tau Badan
Permusyawaratan Negeri yang. alaif dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawazb.

2] Dalam hal terdapat pimpinan dan anggola Saniri NggEri
ataly Badan Permusyawaratan Negeri, tidak melaksanakan
tugas dan langgungiawal selama 3 bulan berturut-turat
maka pembayaran tunjangan dihentikan dan & setor
kembali ke Kas Negeyi, )

Pasal S

(1} Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan anggota Sariri
Neperi  stau Bedan  Permusyewaratan Negeri  maka
pimpinan  dan  anggota Senim Negerl atau Badan
Permugyawaratan Negeri yang 1elah  diganti  berhak
memperoleh pembayaran atas kekurangan tunjangan yang
belum di bayarkan sampai berakhir mesa jabatan yang
bersangkularn.

(2) Pimpinen dan anggota Saniri MNegeri atau Badan
Permiusyawaratan Negeri berhek imemperoleh tunjangan
geppk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.

{3) Dalam hal tergadi kekosongan jabatsn pimpinan dan
anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawratan Negeri
maka pembayaran alas (unjangpan  dilang;;uhkan  dan
tunjangan vang tdak dibayarkan, disctorkan ke Kas
Negeri/Negeri Admimstratif.

Pasal &
Tunjangar. pimpinan dan angpota Sanim Negen altau Badan
Permusyawaratan Neperi diproses pembayaran cleh bendahara
Negeri/Negeri Administratif setiap bulan melalui Rekening Kas
Negeri/Negeri Administratil  sesual  mekanismie  pengelolaan
keuvangan yang berlaku.

Pasal 7 )
Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas
pembayaran hunjangan prmpinan dan anggota Sanin Negenn atzauo
Badan Permpyawaratan Negeri maka wajib dikembalikan ke

Kas Negerif Wﬂdmmistraﬁf .



Pasal 8
Alckasi tunjangan pimpinan dan anggota Saniri Negen atau
Badan Permusyawaratan Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran,
jika tidak terserap akan menjadi SILFA untuk dimasukan dalam
APB Negeri/Negern Administradf talun benkutnya.

BAN TV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9
Pada saat Peraturan Bupat im mulai berfaku, makd Peraturan
Bupali Maluka Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tontang Besaran
Tunjangan Pclaksanaan Tugas dan iFungsi Bagi Pimpinan dan
Angpota Saniri Negeri atau - Badan Permusyawaratan Neperi dif
Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tabun 2016 Nomor
234) d cabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 10 -
Peraturan Bupall ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar actiagp orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peératuran Bupali ini dengan penempatannya
dalarn Berita Daereh Kabupaten Malalw Tengah.

Ditetapkan di Masohi

f pada tanggal 7 Maret 2017 :’

ALUKL TENGAH,

LA
an di Masohi /
pada tahgpeil 7 Maret 2017 /
SEKRETARIS DAERAH ' e
'~ : MALUKU TENGAH, /
/f
= rd

”~

IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2017 NOMOR %L




